PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT I

SALINAN

SURABAYA

NO, 2/0 ; 22-3=1589

PRRATURAN DARRAH KOTAMADYA DAZRRAH TINGKAT IT SURABAYA
NOMOR 5 TAHUN 1988

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERSTURAN DAERAH KOTAINADYA DAERAH

TINGKAT IT SURMBIYA NOMOR 11 ThHUN 1982 TENIANG PEMBENTUKAN

PERUSVHAAN DAERAY RUMAH POTONG HEWAN
KOT:MADYA DAERAH TINGKAT II SURABYYA

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHS ESA

WALIKOTAMADYA KEPATA DAERAH TINGKAT IT1 SURABAYA

Henimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pembinsan, pengawasan dan pengelolass
an terhadap Perusahaan Daerah Rumgh Potong Hewan Kotamadya Daergh =
Tingkat IT Surabaya, dipandang perlu untuk meninjau dan menyemptrna-—
kan ketantuansketentuan yang mengatur perdiriannya sesuai dengan =

pedoman tersebut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahutie
1984, dengan memuangkan ketentuan=ketentuan perubahannya dalam -

suate Peraturan Daerah.

Mengingat 1a

2.

3.

4,

5s

Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokokepolick Femerintzhan
di Daerah ;

Undang - {indang Pokok Kehewanan Nomor 6 tahun 1967 tentang Keten-
tuan~ketentuan Pokok Peternakan dan Kegehatan Hewan i

Undang-undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota
Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat
dan Daeroh Istimewa Yogyakarta juncto Undlangwundang nomor 2 tahun
1965 ;

Undang-undang Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daersh junhcto
Undang-undang nomor & tahun 1969 3

Staatablad Nomor 432 tahun 1912 tentang Campur Tangan Pemerintsh

Dalam Urusan Kchewshan ;



e

10.

1

13,

14,

15,

164

17,

Staatsblad Nomor T14 tahun 1936 tentang Ponyerahan Tugas kepada
Daerah~daerah Otonom Bawahan j

Peraturan Fomerintah Nomor 15 tashun 1977 tentang Penolokan, =
Femberantasah dan Fongobatan Penyakit Hewan ;

Peraturan Pemeyintah Nomor 22 t:hun 1983 tentang Kesshatan -
Magyarakat Veteriner

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1983 tentang Pedoe
man Kerja Sama Antars Perusah:iszn Dacrsh Dan Pihak Ketiga g
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1984 tentang Tata—
Carn Terbinaan dan Pengswasan Perusahaan Daerah di Lingiungan -
Femerintah Daerah

Peraturan Mentori Dalum Wegeri Momor 8 t-hun 1983 tentang Ben —

tuk Peraturan Daersh Perubahsn g

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 536 = 666 tahun 1981 ten -
tang Petunjuk Pelksanaan Pengangkitan Dan Pemberhentian Anggo=-
ta Direksi Dan Badan Pengawe s Terusshaan Daerah

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/kpts/TN.240/9/
1986 tentang Sysrategyarat Rum:h Pemotongan Hewnn don Usahy -
Pemotongan Unggas

Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/TN,520/9/87 -
teontang Syaratesyarat Femotongan Unggas Dan Ussha Pemotongan =
Unggas 3

Perituran Daerah Kotamadyz Dacrch Tingkat I1 Surabaya nomor 11—

tshun 1982 tentang Pembentukan Psrusahaan Daerah Rumh Potong -
Hewan Kotamady:s Daerah Tingkat II Surabaya

Poraturan Dacrak Kot :mady: Dicrch Tingleit II Surabiya Nomor 6 -
txhun 1987 tentang Pemotongan Hewan dan Usaha Pemotongan Hewans
serts penjualan Daging dalam Kotomidy: Daerah Tingkat II Suraba
yoo3

Per<turan Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat IT Surabayo nomor 8
tahun 1987 tentang Ketentuan-kctontuan Pokok Badan Pongawagy -~

Direksi dan Kepegawaian Perusihian Daorah Rumah Potong Hewan
Kotamadya Da~rah Tingkat IT Surabeya.

Dengan Perseiujuan Dewan Porwakilan Rakyst Daprah Kotamadya Daerch Tingkat ~

II Surabaya,



MEMUTUSKAN

Menetapkan ¢ FPERATURAN DAERMVH KOTAMADY: DATRSH TINGKST IT SURLEZY. TONTANG =
PERUBAHAN PERTMY FPERATURSY DAERCH KOTAMADYSN DIERAH TINGKIT IT -
SURABAYA NCMOR 11 TWHUN 1982 TEWL:NG PEMBENTUKAN PERUS\HAAN DAR =
RAH RUMAH POTONG HEWAN KOTAMADY Do IRNVE TINGKAT IT SURAB'YA.

-

Pasal I

¥etentuan = ketentuan dalzm Peraturan Daerah Xotamadya Dacrah =
Tingkat IT Surabaya nomer 1t t:hun 1982 tentang Pembentukan Peru-
sahaan Daerah Rumah Potong Hewnn Kotamadya Daersh Tingkat II -
Surabaya yang telah disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala =
Dagrah Tingkat I Jawa Timur tanggal 26 Desember 1383 nomor 414/1'-‘-
tahun 1983 dan diundangkan dalam Lombaran Daerah Kotamadys Daerah
Tingkat II Sursbaya tahun 1984 Serd ¢ pada tanggal 24 Jonuapi -
1984 nomor 2/C, diubah sebigai berikut :

4, Pasal i diubah dan horus dibach sebagai berikub «
Dalam Peraturan Usersh ini y.ng dimaksud dengan istilah

A« Gubornur, ialah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timury

b, Pejsbat yaing berwoencng, iilsh Gubernur Kepals Dicrah Tingkat
I Jawn Timur

Ce Pomerintah Dicrah, izlch Pomerintah Keotamadys Daerah Tingkat
JI Surabays g,

d. Kepila D.orah, i.lch Wolikotamadyn Kepala Dierah Tingkat II
Surabaya 3

e, Dewan, ialah Dewan Perwakilan Rsokyat Daerzh Kotumadys Daerah
Tingkat IT Surabaya ;

fe. FPerusahaan Daerah, i.lah Perus:haan Daerah Rumah Poiong Hewan
Kotamadys Daerah Tingkst IT Surabaya i

g« Badan Pengawns, ialah Badan Pengawns Perugahsoan Doersh

h, Dircksi, ialah Dircksi Ferusahaan Daerah ;

i. Rumah Potong Hewan { RPH ), iilah suatu bangunan atau komplek
bangunan dengan destin tertentu yang digunakan sebagai tempat
memotong hewnn, untuk kosumsi migyarakat luas ;

je Pejabat ahli, ialah dokter hewan atau pejabat lain yang ber =
dagarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dinyata
kan sob:gail 3hli khususnys dalam pengawasan keschatan hewan 3



1.
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N

-2 -

Pembinaan, iilah kegiatan uriuk memberikan pedomun bngi Perusaha
an Duwernh dalam perencanaan, pel:ksannan dan pengend:lian dengan
mksud agar Perusahaan Doerch y.ong Persangkutan daped melaksanse
kan tugne don fungsinys sec:ra berdaya guns dan berhnsil gung =
sertn dapat berkembang dengan boik g

Pengawasany iilab seluruh proscs kegiatan ponilainn terhadop =
Perusnhsan Dacrah dengan tujunn ngor Perusahaan Daerch torscbute
melsksanzkan fungginya dengnn dbalk dnin berhasil menc.pai tujuan=
yang telah ditetapkan j

Pemeriksaan, iilah kegintan untuk menilei Peruschaan Daerah -
dengan cara membandingkan ant:rs koadaan yang sebenarnyn dengan-
keadaan yang scharuenya dil.kuken baik dalam bidong keunngan =
mupun dalam bidang tchnis operasiom] i

Sntuan Pengawns Intern, i:lsh Shtusn Pengawas Intern Forusahaans=
Daerah

B, Pagsal 4 diubah dan harus dibaes

(1)

(2)

(3)

Perusshian Dacrah menyedi kan jasa pemotongan hewnn don penyedis
aan daging yng mememuhi syarnt=gyarat kesechatan dan husil=hasil
1l:in dari hewan yang dipotong sertn mengusnhakan pengangkutan da
ging bagl penduduk di Daernh Kotamidya Dacrah Tingkat IT Suraba=
ya i

Ferusahaan Daerah melakukzn ussha di bidang @

A+ Pengelolaan Rumah Potong Hewan ( R.P.H, )

b, Penyediaan dan penampungan terntk potong 3

c. Pemotongkn hewan ternck y .ng memenuhi syarat kesehautan masgyoe
rikat veterimir

d. Penyediyan tempat penyimpanan daging

¢. Fepdistribugian, pengangkut.n dan pomisaran doging sorta e
hawil ilmtannyn

fe Usaha 1liin yung ditetapkan olch Kepila Daerah sesuai dengan -
tujuan dan usaha Perusahian Daerah.

Dalam mengembangkan usahany: Perusihian Diaerah dapat molakukan -
kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negira, Badan Uszha milik -
Daeral 1ain, koperasi dan atau pihak ketvigne

s Pagal 5 diubah dan harug dibsen ¢

(1) Sifst dard Perusihian drerch torut:ma adalah @

a. Berugahnn di bidang penyediaan pel y.nan bagi kemanfaotan -
umum disamping mendapatkan keuntungun s



b. Berusaha di bidang~bidang l.in yang dapat memlorcng perkembangan
sektor swagta dan atau koperasi di luar bidang ussha Perusahoan=
tergssbut huref 3 pasal ini §

{2) Tujuan Perusahaan Daerah :

ne Membaerikan pelayananl Kepads mugy.rakat terhadap kebuituhan daging
yang higienis dari has?l pemotongan hewan-hewan yone scehat dan =
tidnk berpenyaicit menular g

be Sebagai salah satu usahn untuk meningkatkan sumber pendapatan -
asll daersh dan sebigii saraas pengembangan perekonomian dalam =
rangka Pembangunan Daersh pada Yhususnya dan Pembangunan Nagio -

nal pada Umumnya.

D, Judul BB VI diubah dan h:rus dibnen

" PENGELOLAAN "

B, Pagal 7 diybah dan harus dibaon

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Perusahasn Daerah dipimpin oleh suatu Direkei yang texdiri dari =
sebanya=banyakrr 2 {tiga} orang dan gelurang=kurangny:. 2 (d.ua) -
orang

Pengeoualian ketentuan dimiksud pada wyat (1) pasal ini harus terle
bih dahulu mendapatkan perseiujuan dori pejabat yang berwenang
Salah seorang anggota Direksi torsebut pada ayat (1) p.sal ini -
ditetapkan sebigai Direktur Utem: d=un lainnya sebagai Direkbur
Dalsm melaksanakan pengelol..an Peruschaan Daerah, Direksi dibantu -
para Fegawai Ferusnhaan Duerzh yang diantaranya tordiri dari Peja -
bit Ahli g

Tanggung jawab administratif fungsiondl Perusahaan Daerah dilakukan-
oleh Direkiur Utama ;

Dalam melaksanakan tugasnya Dircktur bertanggungjawab kepada Direk=
tur Utoma 3

Apahila Direktur Utama berhalzngan melaksanakan tugasnya; tugas -
dimaksud dapat dilsksanakan oleh saleh seorang anggota Direksi yang
tertua dalam jubatannya.

F, Pasal 8 diubah dan aarus dibaes @

(1)

Pengelolaan torhindnp Perugohaan Duersh sebagal satuan uscha dilakue
kan oleh Direksi sesuai dengon ketentuan perundang-umilangan yang -

berlaku §



(2) Direksi menjalankan pimpinan Perunsnhaan Daerah schari-hari ber—
dasarkan kebi jzkganaan umum yang digariskan oleh Kepals Daerahe~
dan atau Badan Pengawas dengnn mengikuti Peraturan Tota Tertibe
dan Tata Kerja yang sudnh ditetopkan sertn memperhatikan keter
tuan peraturan perumdang-undingan yoang berlakua 3

(3) Direksi mcngurus dan menghasai keknyaan Perusahasn Daerch,

G, Frsal 9 diubsh dun harng dibaes ¢

Kopolo Daerah menctapkan Susunan Organisasi dan Tato Xerje Perusahg

ah Daernh,
H, Pagal 10 diub:ih dan harus dibacs ¢

(1) Direksi memerlukan persetujusn =tau pemberian kuasa dari Kopala
Daerah d4l.am hal=hal

e Mengadakan perjanjiap-perjznjian yang berlaku untuk jangka -
waktu lebih dard 1 (satu) tubun

be Mengadakan,pinjaman dan mengeluarkan obligasi g

ce Memperolehy memindah $:ngunkan uiau membebani benda tak ber-
gerak 3

d. Mengadakan investasi barn

es Penyertsan Modal dalam Perusahasn lain g

fe Mownkili Perusahash Daerah, didalam maupun diluar pengadilan;

g. Mengadaknan tindskan=tind-kon lain yang dipandang perlu,

(2) Persetujuan atau pemberian kuusz sebigaimana tersebut pada ayat
(1) pasal ini diberikan olch Xopala Daernh setelah mendapatkan=
pertimbangan dari Badan Pengmwag $

(3) Dalam hal Dircksi tidak meltksanskan ketentuan=ketentuan -
torsebut pada ayat {1) pisal ini segala tindakan Direksi di
anggap tidak mewnkili Perusahaan Dzerah dan menjadi tong =
gung jawab pribadi Dircksi yang bersangkutan i

(4) Vircksi dalam melaksanikan hketentuan tergebut pada ayat (1)
huruf £ pasnl ini, dapat menyerhkan kekussaan dimcksud -
kepada seorang anggota Dircksi laimmya atau kep:d. seorang-
dan atau beberapa orang Pegowal Perusshaan Daierah yong khue
sus ditunjuk untuk itu, atou pejabsat lain diluar Perusahaan
Dacrsh 3

(5) Kepnla Daerah memerlukan persetujuan dari Pojabat yong bar-
wenang %erhadap hal - hal ¢



Ae Semua koglatan ponyer-han dnn wt-u pemindah tanganan, pembeby =
nan dan atau penghapusan ckt¥ivi tetap Perusahaan Doerch

b, Pornszhann Daersh mengadak:in pinjaman luar Negeri (Kredit luar-
Tegerl ) 3

ce Perugihann Daersh mengndzkon usaha kerjs sama patungan (joint =

ventur) yang berdasickan Denanaman Hodal Aging ( PML )

de Perugnhazn Dierch mongadalon usih . kerja s .m+ dengan pihak -
ketign untuk jongka waktu mclcobihi 5 (limn) t1hun,

I, Pasal 11 diubah dan herns dibaca sebagai berikut

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Dircksl dalam mel-aksanakan pongadaan barang untuk kopentingan -
penyelenggaraan Perusahasn Dicrabh harus gesuai dengan unggarsn -
Ferueahaan Daerah dan harus melaporkan kepada Kepala Duerah mela =
lui Badan Pengawas §

Setiap mutasi barang Perusshaan Dnerah baik status moupun fisik, =
bara dapat dilakukan setelah ditcinpkan dengan Keputusan Kepala -
Daerah berdagarkan pertimbangan Badan Pengawas 3
Keputusan Kepala Daerah tersebut p:ds ayat {2) pasal ini barn ber—
luku getelsh disabkan oloh Fej .but ying borwemang, menurut ketentu
an perundang=undangan yang berlaku

Direkei mongusulkan kepada Xep:lc Daerah melalui Buzdan Pongawas =
mengenadl harta kekaysan Teruschran D.orah yang tidnk digunckan =
ataru tidak bermanfaat ligi ( idle assets ) untuk dihspuskan atan =
di jual 3

ata Cara pelaksanaan kotentuan prda ot (4) pieal ini dilaksanae
kun sesuni dengan ketontuan verundang-und-angan yang yang berlaku ¢

Je. Pasal 12 Ciubsh dan harus dibaca sebagai berikui
Direksi dalam menjalankan tugnsnyn bertanggungjawadb kepada Tlepala =
Diorah melalui Badan Pengawas.

K. Scsudah pagal 13 ditambah satu Bab baru, yaitu BAB VI-A yang terdiri=-
dari pasal 134, 13B,13C,13D dan 13F (baru) dan harus dibuen @

BB VIA
PENGANGKATAN DAN PIINGHENTIAN DIREKSI

Pagal 134

(1) Untuk dapat diangkat menjzdi nnggota Dircksi harus memenuhi -

syirat=gyapat umim dan kKhusus gorta syarat-synrt loin yang diper
lukan untuk menunjnng k=majusn Perusahaan Daersh



—8 —

(2) Syaratesyirat dimmkeud pada =yat (1) pasal ini sdolsh @

e

b,

Syarat~synrat vimum

1. Wargn Negars Indonesin

2. Bertiquwa kepada Tuhon Yang Msh: Fga g

Ju. 8Bectin dan tast kepndsa Pencasils dan Undang-undang Dagap-
1945 3

A, Se¥ia dun 10t kepads Wegura don Pemerintah buik Peme w
rintah Pusat m-upun Fomeriniah Dnerth

5. Tidnk pernah terlibzt baik lgngsung moupun tidak lang -
sung dalam seticp kegintnan yang mengkiznati Negara Kosae
tuan Republik Indonesin yang berdagarkan Penongila dan =
Undang-undang Dasar 1945 seperti G,30,5/PKI atiu Organi-
sagi torlarang lainnyn

6s Mempunynd rass pengibdian terhadap Nusa dan Bangsa toru
tam:  kepada Pemerint:h Daerah ;
7. Tidak dieabut h.k pilihnyn berdasarkan Kepubtusan Penga -~
dilan yang telzh mempunyni kekuntan hulum yong pasti §
8+ Schat jasmand don rokhani serta berumur tidak lebih dari
60 (enam puluh) tzhun

Syarat—syarat ¥husus :

1, “ompunyai kepribudian dan sifibesifib kepomimpinan j

2« Mempunyyi pengetshusan, kec:ikspan dan pengrlumin pekerja=
an yang cukup di bidang pengelolaan Peruschasnn g

3« Berwibawa dan jujur ;

(3) Sobelum anggots Dirclsi melaksanakan tugasnya terhadap yang -
bersanglutan terlebih dshulu oleh Kepula Dacrch dilokukan -
pelantikan 4 pengambilan sumpah menmurut ketontuon perundang

undangan  yang berlaluag

(4) Anggotx Vireksi tidak diberarkan untuk memongku jobatan -
rangknp sebagaimann torsebut dib-mwnbh ini g

e Sebagni nnggota Dircksi pada Ferusahaan Drernh lainnya, =

Perusahaan Swasts dun atan jabatan 1=in  ying berhubungane
dengan Tengelolaan Perus>hasn Dacrah

be Sebigni pejabat struktural dan fungsional luinnya dalam -

ingtansi atasu lembrg: TPeomerintah Pusat dan Daernh g

Ce Sebupgai pejibat 1iin sesual dengan ketentunn dnlam Peratu—

ran Dacrah dan ketentuan peraturan perundans=undangan yang
berldu



(5) Anggots Direkel dilar -ng mempuny.i kepentingan pribdi l:ngsung -
stou tidak langsung pida peorusiahacn, porkumpulan lain dalam lapz =
ngan y .ng bertujuan mencari 1:ba,

Pagal 13B

(1) Dircksi disngkat oleh Kepal= Ducrh otis usul 3.dan Pengowng untuk
migs jabetan selamn 4 (empat) $ohun din sodelah selesal mosy jaboe
dranyn dapat di ongkat kembali dengun memperhastikan ketentuan dimnk

L=

sud &.lam pasgal 134 Toraturan Diersh ini g

(2) Pongingkatan torgebut pada ayat (1) pissl ind @4d kukan sctelsh -
mend patkan persetujuan dari Fejint yung berwensng s

(3) Xep.l. Satuan, Pengawss Intern, Kep:la Penclitian dan Pengombangan
Kep:ls Brgiin, Kep:la Urusan dzn Kep 1, Unit dizngkat dan diberhen
tiknn olah Direksi dengnn memperh:itikan syarat seperti dimkgud e
dalom poasal 13% ayat (2) Peraturin D.ersh ini sertn memperhztikan—
puls pertimbangan Badan Pongawszs g

(4) Kepnla Satunn Org.nisaei y.ng tinzkatonnys dibawsh kesatuan Organd
sasi ying dimksud pada ayat (3) pasal ini diangkat dan diberhenti
kin nleh Dircksi dengan memporh-tilk:n ketentuan-ketentunn polok -

kepognwaian Porusshaan Dacrsh,
Pagsal 13C

(1) Antir gosams anggots Direiei tidak diperkenankan ada hubungan -
keluargs sampai derajat ke tig: buik mermurut g.aris lurus muwpun -
g-ris kosamping termisuk menantu don ipuar

(2) Jik: setolah pengangkatan, mercka mesuk dilam hubungan keluargn =
gobag dimina dimsksud pada ayat (1) possl ind mika wntuk mel:njut -
kin jnbatnmnyn diperluksan ijin tertulis dari Kepila Daerih setelnh
mend. patkan pertimbangan dari Pejubnt ying berwensng,.

Pasal 13D

(1) sngrota Dircksi berhenti karen: moningenl dunin atau migs jabatan—
nyn berakhir ;

(2) /nggota Direksi dapat diberhentikan oleh Kepals Daorah scbelum -
magy Jubrtamnyn berakhir kiurens
e Permintaan semdiri

be Mclukukan tindakan yang merugikan Perusahaan Daersh



ce Melalukun tindakan atau sikar yang bertortangan dengan kepen =
tingin Pemerint sh Duoerah mavpun kepontingan Vegira
d, Scsuotu ying mongakibstkan tidik dupet mel-ksnnakan tugasnya =
8QCIT. W JuT
(3) Membericntign karen: ol.san torsebut padn syat (2) huruf bye, dan-
d pisal ind, jiks merupakan sesuatu poroustun pidana, morupakin =
nomberhentian tidak dengan hormit

(4) Sebeitm pomberhontian karens alasan terscout pada ayat {2) huruf -
b damr 4 pasal ind dilakekan, arggots Dircksi yang bersangkutzn -
diveri ':esomp:tan untuk membela diri dalam wrktu 1 (satu) bulan -
setolah kepndanya diberitahukan tentang niat ckan pemberhentian -
terscbut olch Kepala Daerah ;

(5) Sol=zma persoalan dimaksud ayat (3) pisal ini bolum diputus, Kepala-
Dicrah atas usul Badan Pengawas dapat memberhentikan untuk semento-

rm viaktu terhadap anggota Direksi ysng bersangutan

(8) hpabils d2lam wiktu 3 {dua) bulan setel-h pemberhentian sementira -
belum ad~ Keputusan tentung pemberhentdxnnya, mika anggota Dircksi-
berdasarkun kotentunr ayat (2) pisal ini, pemberhentian sement:ra -
tersebut menjadi batal dan anggota Dircksi yang bersangkutan dnpat-
gogerns menjalankan jsbatannya lagi, kecunli untuk Xeputusan pembore
hentian dimksud pada ayat (3) pasnl ini diperlukan Keputusan Fenga
dilan @xn hal itu harus diborituhulesn kopada yang bersangkutan,

(7) Dircksi dopat mimta banding kepada Pejibet ying borwenang dalam hal
yang bersingkutan diberhentikan t.npa =l.sun yang cukup menurut -
perdepetnya dengan momperhatikan ketentuan porituran perundang- =

undangan yang berl.iku,
Fasal 13E

Yircksi menerima gaji, penzhasilan «~ pongnngilan dan fasilitos -

laimmya yang verineian dan besarnys memarut ketentuan yang berlcku,
Le Pasal 14 diubch dan harus dibaca sebegni herikut

(1) Untuk mclakukan pengawasan terhadap Perusshiaan Dasrah dibentuk =
Badan Paengawas yang bortanggungjawnb lcpada Kepaly Daerah s

(2) Badan Pongawns bertugis untuk melaksanzkan pengawasan torhodap =
Pongelolnan Ferusahnan Dacrah termaswic pel :ksanann Reneana Kerjo -
dan Jinggaran Perusahaan Daerch,

M, Pasal 15 diubnh dan hawus dibaca sebsgai berikut ¢



4
ity

ernming melinkaanalon Sup s, wevenang doo tangoang Jhasd -
scsuni dongin Ketentuain-ketentuan yong borl ke terhw ap Terusihann-

Jneral dan m:nj;\l.m}::\n keputezan=koputnean seria pet njulkenetunjui-

l~rd Hepalx Daersh.

Sesudsh pasal 15 ditambah pacal bare yaitu pacal 15, 158, 15C, 19D

-

Zidon Fomoavms dnlan malalignnaknn “u‘;‘.:r\.:,';'. Loriowmit an o
g, fenBarilon pondsipat éan samn kopoda Kepnls Duern! mengenni Hone
e~ngan Trencana kerjn éan anggaren rerusahacs Daer b oserta perubn

Bzn ofan tanbrhannys dan lipeomn~liperzn dooi Dir-ksi g
be Dongnwmsi pelaksinasn rencinn kerjs dnn Appsmaran Uerusahnnn Dae-

i serta menyamaikon kasil penilainnayn Yepada lepila Dacrch -

dengnn tombusan kepnda Dircksi

c. Men~iiuii perkembangsan kegiatzn Terucshaan Daerak dan dolom hal-
Peruczhann Dscrah menunjuian gonla kemundoman oe jera melaporion
apodn Repala Dnerah dengar diserini caran Tenger (i langitah por-

- hi T B Y S
Tailmn Fyong Shrag drwemnun

Vembsrilan pend-pat éan zmaran kopads Repals Daern: dengan vemou—

&
»

zan kepndn Direksi meapenii seficp musaloh lodinngs yang

rrira

senting Mgl pengelolann Peruschoan Uaernh
g. Felalukan tugne—tugne ponmuwican l:ainnys yong ditentukan olen ~

PR

Kepz1la Jdaerah

by

Yamberikan lapormn kepada Xepaln Dacrnh seunmn oorkala ( trivu ~
1an éan fuhunna ) oserta sedinn wiltu rang cdperl kan mengenal -

-t

peThembanmn Ferusahann Dasrch Son hnsil 7olakon aan tugas Todan

arsmias rerucahaan dacrah,
Fasal 153

Dalim medaksamzian tuos sebagimann dimnkmud dzoum pasnl A5 -

Pertturan Daersh ini, Badan Pengmurns wajin mempe -hatilon @

Tedomin dan petunjuk-petunjuk Kepala Drerah éingan senzntinsa

merperhatilnn eficiensi Ferusthaan Duesah

- -

B. Hotenituan dalan Peraituman Duerch tentars Dervsahann Dierth -

Rumsh Potong HAowan serta kcieatusn permiuraz serundang-undons
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Jermigihan fugas pengawasen dengn tugns pengurusan Perusshaan =

-

dueroh yang merupakan tugas dar torgsung jawadb Direksi,

Tagal 150

Dalom el -ksanakan tugns dan kewsjibannyn Baden Fengowes mempunyai-

wewensng soeboeai berikut o

e

Ca

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

Lelik-t buku~buku dan surst-surnt serta dokumenedokumen luin -
nyi, memerikes Xendaan Kag ( untul keperlusn Verdifikesi ) dan -
mereriksa kekiarian Ferusahann Uierch g

Feminta penjelosin-penjelascn dori “ireksi mengenai segila pore
8011 yang menyangkut pengelol.an Porusihaan Dierch H

Meminta Direksi dan atiu pej bot laoinnya dengan sepenget huan =
direksi untuk menghadiri ru.pat Bud.n Fenpawag

enghadiri rapat Direksi dan memberikasn pandangan=pandangan =
torhndsp halehal yang dibic.rokan

H.lnkukan tindakan=tind-kan yang di-nggap periu sesusi dengan -

Letentuin peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Pasal 1%

Badan Pengawas mengadskan riprt sehurang=kurangnys 3 (tiga)
bulnn sekali dan sewsktu-wiktu bils diperlukan g

Dilam ropat sebagiimina dimsksud p.da ayat (1) prsal ind -
dibicartkan hal=hsl yang berhubungan dengan Perusthonn Daerahe
sesu:i dengan tug@ pokok, fungel din hik sertn kewnjibun Ba =
d.n Pengnwasg 3

Koputugan rapat Badan Fenpuwns ¢4 -mbil atas dasar musyswarch -
mtuk mufakat g

Untuk setisp rapat dibuat rissi-h rpat,.
Pagal 15E

Untuk membantu kelanearan peliksinaan tugne Badan Pengowans -
Kepla Dhaerah dapat mengangkst ceorang Sckretnrie dnri anggota

Badan Pengawag,

Pasal 15F
Badan Fengawns terdiri diri unsureunsur I'e jabat Pemerintzh Dae
rh atau dinstrnsi lain yang kegiatnanya berhubungan dengan Pee
rugzhasn Dacergh dun tonzgn ohli yang diangegap eakap dan mampue

melaksanakan fugas Badan Pengnwns



Ce

-~ 1% -

(2) Kepala Daerah secara ex offisio menjabat sebagai Ketuo Badan Pe =

ngawas ataw dapat menunjuk pejubat lain sebugai Ketww Budan Penga
HiiSe

Sesudah pasal 15F (baru) ditambah soty Bub barw, yaitu BAB VII A -
yung terdiri dari pasal 15G, 153, 151, 15 J, 15K dan 155 (buru) dan -
harus dibac 3

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

R'B VIT 4
PEICANGK TAN D1V PEIBERACNTIAN BADAN PENGAWALAS
Fasal 15G

Angegota Badan Fongawas diangkst durd tenage yang mempunyai dediksg
si dan dipandang coknap serta mompunyni kemampuan untuk menjalon =
kan kebi jakeanzan Kepala Daernh mongenal pembinann dan pengawasan
Perusabaan Daerah 3

Disamping syarat-syarat dimoksud pada cyat (1) pasal ini anggota~
Badan Pengawns tidak dibensrkan memiliki kepentingan yang bertens
tangan dengan atau menggangsu kepeatingan Perusahaan Daerch

Sebelum anggota Badan Dengawns meliksanakan tugasnys terhadap =
yang bersangkutin terlebih dahulu oleh Kepala Daersh dilnkukan -
pelantikan dan pengambilan sumpnh jobotan menurut ketentuan -

perundang=und ingan ying berlzku g

Pagal 15 H

inggots Badan Pengawas berjumlsh 4 (empat) orang yang terdiri -

dari Ketua, Sekrctaris dan isngrotn ¢

FPenetapan dan pengangkatan zngeods Badan Pengawas tergebut pada =~
ayat {1) pnéal ini dilakukan plch Kepula Daerah setelzh mendapate
pergetujuan dari Te jabat yang berwening ;

Maga Jobatan Keiun dzn inggotn Badan Tengawas adalah 3 (tiga) =
tahun

Angeota Badan Pengawas scteloh selesal masa jabatannyn sebugai -~
mana dimsksud pada ayat (3) pzsal ini dapat diangkat kembali -
dengan totap memperhatikan ketentuvan sebagaimana dimcksud dalam -

pasal 15G Peraturan Daersh ini .
Pasal 15 I

sntara scsama angeota Badan rengnwas dan antara anggota Badan =
Tengavas dengan Direksi tidak boleh ada hubungan keluargn sampaie-
derajat kotiga baik memurunt garis lurus miuphn garis kesamping -

termgsuk menantu dan ipar ;
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(2) ‘pabila setelah pengangkatin mereka mssuk dalam hubungan keluare
ge yang terlarang itu, untuk mel.njutkan jabatamnys diperiukan e
ijin tertulis dari Kepala Duersh setelah mendapatkan pertimbange

on dari Tejubat yang berwen.ung.

Pagal 15 J

fpabila epala Daerah borpendapsat brhwn anggotaeanggotsz stan salah -

scorang anggotn Badan Pengawas sotelsh menjabat beberipa woktu ter
oyt tidak atauw tidak dapat menjalaonken tugasnya dengan baik ataun -
Irenay alnsan 1ain, Kepala Daerch dopat memberhentikannyz setelah e
mendapat persednjuan dari Pejabat yeong berwenang,
Pasal 15K
(1) “nggota Badan Fengawas tidak dibenarkan morangkap jabatin 1:dn -
pada Badan Usaha Swasta yang dapat menimbulkan pertentangan ke -
pentingan secars langsung moupun tidak langsung dengan kepen =
tingan Perugshaan Daerah 3
(2) Pcjabat yang berwenang dapat momberikan pengecualisn dari keten=

tuszn sebagaimena dimakeud padn syat {1) pasal ind.
Pagal 15 L

(1) Serma pembiayaan dalam rngks poluksanaan tugas Badan Pengawag =
dibebankan kepads Anggran Forusthonn Yaerah g
(2) Besarnyn unng jasa Ketua, Sckretaris dan para anggob:s Badan Pe =

ngawag ditetapknan memurut ketontuan yang berlaku,
Fa Pasal 16 diwbah dan harus dibics sebigid berikut

(1) Kodudukan hukum, giji uing pensiun don tunjangan scrta pongha =
#ilan.liin dori pegowni atau pelrerja Perusahaan Dacrah distur -
tersehdird dengan Peraturin Kepegawaian dan Pervturan Gaji Pegawm

@21 Perusahaan Dacrah §

(2) Dengan Persetujuan Kepals Dacrnh melalui Badan Pengawas, Dircksi
mengangkat dan memberhentikon pognwni atau pekerja Porusshoan =
Dacrah dengan mengikuti kotentuan.Persturan Xepegiwasian yang -
dimikeud dalam ayat (1) pasal ini,

Q. Sesudzh pnsal 22 ditambah satu Bab baru, yaitu BAB ZIV A yung -
tordiri dari 5 pasal, yaitu passl 224, 22B, 220, 22D dan 22E -

(baru) d:n harus dibaca ¢



BiB XIV i
SVTUAN PENG.WA3AW INTYRE
Fasal 22 A
(1) Untuk mel ksankan penrawssan intern dalam Perusahegn Dacrsh -
Divcidur Utamy mombentuk Satunn Tenpawns Intern
(2} Tongecuilisn torhadap ketentucn scbhiprimana dimsksud podal ayoat=
(1)
(3) o1
dimksud pads syat (1) pasal ini, dipimpin oleh seorwng Kepala =

pasal ind 4 .pat dilskuksn atis perseyujusn Xepnlsa Dicrah g

nomel ks.nkn tugaenys, Shigen Pongiwas Intern sebigaiminge

yans bertangseungjiwmb langsung kepadr Direktur Utam:,
Pagal 22 B

{1} satuan Pengiwis Intern bertugie memb.ntu Dircktur Ut mi dilam -
mongidnkan ponilainn adas sistinm pengondslian, pengelolocn -
(mana jomen) dsn polsksanaannys pads Ferusnhaann Daerch dan mombo—
rikin saran porbaikannys s

(2) Dircksi Ferusanaan Daersh mengeun.kin pondipat dan s:ran Sotuane
Fengawas Intorn sebagal bihan untuk mel :Ksnnnkan penyempurnasn -
pengelolaan at . minagement Perusshoan Daerah yang baik don da -
pat dipertsanggungjawabkan,

Pasal 22 C

Dalam melaksannkah tugasnya Satusa Pengnwns Intern wajib menjogs -
kel inesran pel-ksannan tugns satunn orgsnisisi 1.innys dal-m Ferusae

heimn Daerah sesuii deangan tugss don trngeang Faeadb nrsingemasing.
Tasal 22D

Pomimpin Sntunn Tengawas Intorn hirue memiliki Pendidikan aton keohe

lixn yang cukup dun momenuhi persyaraton sebagal pongawns intern -

obycktif dan berdedilkasi tinggi.

Tasal 22 E
Kapala Sotuan Pengawas Intcorn di.ngknt dan diberhentikan oleh Dircke
tur Utamy setclah mendapat persetujunn dard Kepala Daerch,



Pasal 1II
Teraturan Daerah ind muled berliku pads fingpal ddundengkun g
Sgnr supays setisp obmng d pitd mengetahuinys, memerint:ihkan -
nengurdangan Feraturan Daerch ind dengan penempatannya dalam Tembare-
an Dagrah Kotamadys Dosrah Tingket II Surabaya,

Sur~baya, 2 Wopomber 1986

DTHLN PERMATILAY RLKYAT DABRH Wi LIZOTDYS KEALY B0 ERiH
ROTAILDY, DATRAE TIVGKAT 1T sURABYY TITCKAT IT SUR:B:YS
Ketua, ttd,
d,
E ar. H, PCERVONO, K'.SIDI

SonwJyOoO® o, BA

W p——— 1 e o A o

Dischkan dengin Koputusan Gubormur Kep:ls Daersh Tingkid I Jawa Timupy -
angenl 10 Tebrunri 1989 Womer 28/ Tohun 1989
S, GUECEMUR EEPALL DLERYH TTHNCKLT I
Jiwy TIMCR
Agigton I Sekretiris Wilayah/Daerah
(Ridang FPemorintahan)
tid.

Drss. ., SOEDIITO
FIT.: 010016457,

Diundangkin dalam Lembaran Daerch Ketnmadya Dacrah Tingknst I1 Surabaya
ahun 1989 Seri C pada tinggal 22 Harct 1979 Nomor 2/C

An, WALIKOTAIDYA T L. DATRAH
TIVCKST IT SUR-BYA
Sckretzris Ko‘b.-.xm:.'adya/bc:erah

ttd

Drge S O TN RJIO

FPCR- L, Sy

Selinan sesuai dengan aslinya WIF.: 510 040 479.
Selretaris Kotamadya/Daerah




I.

II.

PENIEL: 8N
ATES
FIRTURMVN LATRSH FOPAMADYY 25ERE TINGKAT IT SURAB:RYA
NOMOR 5 T:HUN 1908

TEHTN NG

CTRUBARS N PRRTAMG PERATURAY DOERGH KODAM:OYA DARRMH
TITCEST II SURAR Y4 NOMOR 11 TaHUN 1982 TENT:NG PEMBENTUKAN
PERCSHAGW Y TRAE RONMLK FOTONG HIMAN
KOWMADY,. 2°EZR-H TINCK.T 11 SURABATYS

LANIEL S 1 UMUK

Bahwn dengnn ditetapkamyn Forturan Nenteri Dalam Negeri
nomor 1 tabun 1984 tontsng Tats Car: Iembiraan dnn Pengawasoh Porigs =
hzan D..orch di Lianghangan Pemerintsh Docrih, maka unbuk lebih moning -
k.tk:n pembinian, pengawasan dan pengelolaan Perusahnan Dierch Rumah -
Potons Howan Kotamadys Daernh Tingk:t TI Surmbaya, dipanding perlu -
untuk menyesunikan ketontuan-ketentusnn dslam Feraturan Jacrch Kotamn =
dyn Doermdh Tingkst IT Suribaya nomor 41 t-hun 1982 tentangz Pembentukan
Perus:h.sn Tacrah Rumah Foteng Hewon Kotamadyn Dacrah Tingket IT -
Sur;.zb.::ya dengan Peraturan Monberi Doium Mogeri nomor 1 tahun 1984 -
terschut di atas,

Dongan ditetnpkannya Deraturan Tuerck ini disamping untuk -
meningkatkan pembinaan, penrzawasan dan nengelolaan terhadop FPornschaan
Drersh Rumth Potong Hewnn Kotamadys Dooroh Tirgkat IT Surabayn, jugs -
Cinsksudkan untuk memberikan landas~h hukum yang pasti bagl Peyusahaan
Jnorch Rumah Potong Howan Kotamadys Docerih Tingkst IT Surabays, sching
g Porugohoan Daorah dimaksud dapet melaksanakan tugas Fokok dan fung-
ginya terutama dalam meningknatkan keseishbtoraan magyarakat khusushya =
konsumen daging dan petani poternnk doloam Daorah Ketamndys viorch -
Tingent IT Sura.baya.

PEAJELASAY TASAL DEMI FPASAL

Pongnl T dan Pasal IT ¢ Oukup jelas,




